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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah
hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia
No.0543b/U/1987.

Transli terasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai mana terlihat
dalam Kamus inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam system tulisan

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan

Arab

| Alif Tidak dilambangkan | Tdak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

d Ha H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh kadan ha

] Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai Z Zet

o sin S Es




o Syin Sy esdan ye
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
] Ta T te (dengan titik di bawah)
5 Za Z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
& Gain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
3 wau W We
o Ha H Ha
s Hamzah |’ Apostrof
It Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i=A i=3
I=1 s=Ai $l=1
I=U sl=Au s=1

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:
Mﬁ 3 Y

Ditulis

mar’atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
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Contoh:
dab b Ditulis fatimah
Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
C) Ditulis rabbana
A Ditulis al-bir
Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
aadd) Ditulis asy-syamsu
da A Ditulis ar-rajulu
5 dued) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
sl Ditulis al-qgamar
& Ditulis al-badi’
J3al  Ditulis al-jalil
Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
il Ditulis umirtu
& Ditulis syai’'un

vil



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan

kepada saya untuk menyelesaikan skripsi. Dengan rasa cinta dan ketulusan hati ini

kupersembahkan untuk

1.

Ibunda Rokhimah, walaupun saya tidak mendengarkan secara langsung
do’a — do’anya, namun saya yakin ibu tak pernah absen menyebut anak —
anaknya dalam setiap doa yang beliau panjatkan, dan juga untuk kasih
sayangnya yang mengalir sepanjang masa. Dan mengajarkan kepada saya
sebuah perjuangan hebat dalam hidupnya, aku menyayangimu bu,

Ayahanda Hadi Purwantho, yang tak pernah lelah mengajarkan ibadah

tepat waktu kepada anak — anaknya.

. Adik — adikku, si cantik Itsna Muna Yanuar dan si gendut cakep Raffi

Akhmad, yang menyupport saya dengan menanyakan “kapan luluse
mas?”. Pertanyaan — pertanyaan seperti itu semakin membuatku tak tahan
lagi dengan status mahasiswaku.

UKM Seni Musik El Fata yang telah mengajarkanku banyak hal, mulai
dari berorganisasi sampai bermusik dan banyak hal — hal diskusi di dalam

kuliah malah dari organisasi ini.

viil



MOTO

- W o -
.
.

A 5da G

“siapa yang bersungguh — sungguh pasti akan berhasil”

X



ABSTRAK

Akhmad Ferdian, 2011112053, Langkah Hukum Para Istri Dalam
Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami (Studi Para Istri
Yang Suaminya Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota
Pekalongan). Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan 2019.

Pembimbing:

Nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, tetapi
dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan tanpa masalah. Masalah
yang terjadi ketika suami tidak bisa memberi nafkah karena ia sedang
menjalani masa pidana atau dipenjara. Sedang istri berhak menggugat
cerai suaminya dengan dasar sighat taklik atau pasal 19 PP No 9 Tahun
1975.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah;
pertama, Bagaimana dampak istri ketika suami menjadi narapidana
terhadap kehidupan istri. Kedua, Langkah hukum apa yang diambil para
istri dalam menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah suami yang
menjadi narapidana?

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan
yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum di tingkat
pratik. Tempat penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota
Pekalongan, subjek penelitian yaitu para istri wargabinaan, dan objeknya
mengenai kewajiban pemenuhan nafkah.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Bahwa dampak
terhalangnya pemenuhan nafkah oleh para suami yang menjadi narapidana
terhadap kehidupan istri yaitu, mendapat beban sosial di keluarga dan di
masyarakat, memberi pengertian lebih kepada anak/saudara tentang
kondisi suaminya, lebih sensitif ketika ditanya mengenai keadaannya,
mendapat beban tambahan karena harus menghidupi keluarga dengan cara;
Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami, atas izin suami istri
bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan
bantuan dari anak yang sudah mandiri, saudara-saudara dan orang tua.
Para istri tidak menggugat cerai suaminya karena komitmen, keluarga,
empati terhadap suami, dan istri mempunyai penghasilan.

Kata kunci; Langkah hukum para istri tidak menerima nafkah
ketika suami di penjara
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (basic
demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang
tidak akan sempurna bahkan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Allah SWT
menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan rasa
kasih sayang, saling membantu dan memberi. Pernikahan merupakan media
sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah
tersebut. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al Qur’an Surat Ar
Ruum ayat 21 artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Ruum: 21).!

Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan bahwasannya
pernikahan merupakan sebagian daripada sunnah-sunnah beliau. Mereka yang
melaksanakan pernikahan berarti telah mengikuti sunnah beliau. Dengan adanya

akad atau ikatan pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga. Satu keluarga

! Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 2006), him. 539.



terdiri dari seorang suami dan seorang istri, kemudian anak, cucu, cicit dan
sebagainya. Ikatan pernikahan tersebut tak lain bertujuan untuk mendirikan rumah
tangga yang kekal, harmonis, dan sejahtera, yang mana merupakan dambaan bagi
setiap manusia.

Namun prakteknya tidak mudah mewujudkan pernikahan untuk membentuk
keluarga yang harmonis. Di tengah masyarakat tidak sedikit yang gagal membina
keluarga disebabkan oleh masalah-masalah yang muncul. Banyak perceraian
maupun kasus gugatan cerai karena masalah pemenuhan kewajiban-kewajiban
seperti nafkah yang tidak terpenuhi.?

Nafkah merupakan suatu faktor penting dalam menjaga keharmonisan
rumah tangga. Kerap kali perceraian maupun percekcokan muncul akibat nafkah
yang kurang atau tidak seimbang antara nafakah lahir dan nafkah batin. Sehingga
tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian nafkah lahir dan bathin yang cukup dan
seimbang merupakan penjagaan sebuah keluarga tetap tentram, harmonis penuh
rasa kasih dan sayang.’

Pada masa sekarang ini, akibat tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang
semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan atau sebagai mansuia yang
bisa berbuat salah terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan

kekeliruan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan kekeliruan ini jika

2 Tbnu Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, terj. Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 1997), cet ke-1, him. 26.
3 Abd Ghazali Rahman, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-1, him. 38.



masuk ke dalam tindakan pelangaran hukum akan membuatnya menjadi terpidana
sehingga wajib menjalani hukuman.

Dalam pernikahan ketika para suami melakukan suatu tindakan
pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban
dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan
rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman.
Tugas istri menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus
mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang
harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Tidak terlalu menjadi beban
bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak
memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara
untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya
susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.*

Kehidupan perkawinan atau pernikahan yang suaminya harus menjalankan
masa tahanan menimbulkan persoalan terhadap nafkah suami. Dalam keadaan
menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan segala
gerak-gerik dari narapidana sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung
jawab menafkahi istri dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah
permasalahan yang dihadapi seorang warga binaan terhadap kewajiban

pelaksanaan nafkah.

4 Rasjid Sulaiman, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), cet ke-2, hlm. 54.



Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai
narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan
suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka
masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya
serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan
dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum berlakunya
Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya
dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi natkah dan
menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)
tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun Pasal 39
ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat
dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Selanjutnya
UU Perkawinan ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian dan putusan pengadilan. °

Berbagai alasan yang bisa menyebabkan suatu perkawinan diakhiri
dengan perceraian diatur dalam PP No 9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf (c) PP ini
menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak

mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

5 Lihat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan



perkawinan berlangsung.® Memang kesannya tidak manusiawi seorang isri jika
suaminya dipenjara lima tahun si istri dapat mengajukan perceraian. Harus juga
diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami tidak bisa menjalankan
kewajiban - kewajibannya, seperti memberi natkah bagi istri dan keluarganya.
Sementara istri yang berada di luar penjara beban tidak lebih ringan, karena harus
menanggung beban social dan beban ekonomis. Kalau suami sebelum mendiami
bilik penjara telah meninggalkan harta yang cukup untuk menghidupi keluarganya
saat dia ditahan, tentu masalah tidak terlalu berat meskipun tetap ada masalah
dalam pemenuhan nafkah batin. Tapi jika keadaan sebaliknya, tentu bukan hal
yang mudah, belum lagi istri harus menunggu waktu yang tidak sedikit.

Berdasarkan pada permasalahan diatas apakah setiap kepala keluarga yang
masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian dan apakah
hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi. Penulis menganggap
penting masalah tersebut dan ingin meneliti kehidupan narapidana yang ditahan
kurang lebih lima tahun dalam memenuhi kewajiban nafkah serta menanggung
kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Ketika istri menggugat cerai suami yang
dipenjara kurang dari lima tahun, apakah masih relevan PP No 9 Tahun 1975
Pasal 19 huruf (c) utuk istri jaman sekarang.

Rumah Tahanan kelas I A Kota Pekalongan merupakan suatu lembaga di

mana para warga binaan menjalani hukumannya. Di sini mereka mendapat

6 Lihat pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan



bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan
agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan
memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan
perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang melanggar hukum.

Para warga binaan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan ini
bersifat heterogen, begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti
Islam, Budha, Kristen dan lain sebagainya. Warga binaan di antara mereka ada
yang berstatus tahanan dan narapidana telah berkeluarga, para warga binaan yang
telah membangun rumah tangga, beragama Islam dan istri berdomisili di
pekalongan inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian ini.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat sociolegal yaitu penelitian yang
mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam
batasan penulisan hukum. di mana kasus dalam penelitian yang peneliti lakukan
masih terjadi hingga sekarang dan masih menjadi pokok pembahasan yang
hangat. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Langkah
Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah
Suami Yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan

di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan)”.



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun meneliti beberapa hal
sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak para suami yang menjadi narapidana terhadap kehidupan
istri?
2. Langkah hukum apa yang diambil para istri dalam menghadapi terhalangnya

pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1. Tujuan Penulisan

a. Mendiskripsikan dampak para suami yang menjadi narapidana terhadap
kehidupan istri.

b. Mendiskripsikan langkah hukum para istri dalam menghadapi
terhalangnya pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana rumah
tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan , apakah mereka memilih
menggugat cerai atau tetap mempertahankan pernikahannya.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan secara teoritis penelitian ini sebagai pengembangan figh dan
menambah khazanah keilmuan, khususnya pada persoalan pemenuhan
nafkah dan keutuhan rumah tangga.

b. Kegunaan secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi

masyarakat tentang kondisi rumah tangga narapidana yang ada di rumah



tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan dan langkah hukum para istri
yang suaminya menjadi narapidana.
D. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang sekiranya berkaitan dengan judul dan tema
yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian, beberapa penelitian terdahulu
yang relevan antara lain:

Skripsi Dedy Sulistiyanto NIM: 211 05 009 mahasiswa Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Salatiga Tahun 2014 yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana
Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Beteng Ambarawa)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban suami
(narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan
kemampuan, cara menafkahi keluarga adalah ikut dalam pembinaan kemandirian
dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang
ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Faktor pendukung
pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana yaitu: adanya komunikasi yang baik
dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak embaga pemasyarakatan yang

berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana



tidak memenuhi. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas
karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.’

Skripsi Abdullah Mufid NIM: 2100210 mahasiswa Jurusan Ahwal Al-
Syahsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2006 yang berjudul ‘“Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”, hasil
penelitian menyimpulkan bahwa para narapidana tetap memberikan nafkah
kepada isterinya dengan gaji yang dia terima negara. Pola seperti ini dilakukan
oleh Haryanto yang berprofesi sebagai polri. Secara umum para narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak memberikan nafkah yang
sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberi wewenang untuk
mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta
yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha, maupun
untuk sebagian biaya menjadi TKI tetapi ada juga yang tetap menjaga harta
tersebut utuh dengan mengambil alih peran suami dalam memberikan nafkah bagi
keluarga. Pola ini dilakukan para isteri narapidana yang memang memiliki
pekerjaan tetap seperti buruh pabrik maupun karyawan swasta ataupun PNS.?

Skripsi Ferlan Niko NIM: 10621003670 mahasiswa Jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

" Dedy Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, skripsi sarjana hukum Islam, (Salatiga:
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), him. 86.

8 Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”, skripsi sarjana hukum Islam, (Semarang:
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006), hlm. 91.
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Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011 yang berjudul “Kewajiban Nafkah Bagi
Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa
upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah diawali dengan keinginan
yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak,
terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan diluar Lapas, Masih
memberi nafkah kepada istri mereka walau dengan jumlah tidak sebanyak yang
sebelumnya, Masih memiliki waktu untuk istri walau kualitas dan kwantitasnya
cenderung kecil. Membangun komunikasi dengan istri, mempelajari dan
memahami ilmu agama. Dan juga sangat didukung olah sikap istri yang masih
setia pada suami.’

Dari berbagai penelitian di atas, terdapat persamaan dengan topik
penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama — sama membahas mengenai
nafkah bagi suami yang dipenjara namun yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai narapidana
rumah tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan dan berfokus pada
permasalahan tentang pemenuhan nafkah oleh warga binaan dan dampak
terhalangnya pemenuhan nafkah oleh suami yang menjadi warga binaan terhadap
keutuhan rumah tangga serta langkah hukum istri untuk suaminya yang menjadi

narapidana dalam mensikapi terhalangnya pemenuhan nafkah (menggugat cerai

% Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”, skripsi sarjana hukum Islam,
(Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 83.
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atau tetap mempertahankan pernikahannya) dikaitkan dengan PP No 9 Tahun
1975 Pasal 19 huruf (c). Penelitian yang peneliti lakukan juga bersifat sociolegal
yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial
dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. di mana kasus dalam penelitian
yang peneliti lakukan masih terjadi hingga sekarang dan masih menjadi pokok

pembahasan yang hangat.

E. Kerangka Teori

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan
demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung
dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. 10

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum
berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan
istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi
nafkah dan menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan

suami yang demikian itu, banyak kaum wanita mengalami penderitaan yang tidak

10 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan
Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, (Semarang; UNISSULA
Semarang, 2016), him. 2
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putus-putus. Mereka harus mencari nafkah hidup untuk membiayai dirinya dan

juga anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak suami.

Banyak suami meninggalkan begitu saja istrinya tanpa memikirkan biaya hidup

yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Secara lahiriah, wanita makhluk

yang paling banyak memerlukan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang.
Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat

dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU

Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan
besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan

kemampuan si suami.'!

1 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-
suami-memberi-nafkah
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Nafkah berasal dari bahasa arab “An-nafagoh” yang artinya biaya, belanja,
pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami
untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal,
pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Ditinjau dari makna /ughowi,
nafkah merupakan makna yang sempit yang tidak mencakup semua fungsi dari
sebuah pernikahan.!’Maka sudah menjadi tanggungjawab suami untuk menafkahi
istri secara lahir ataupun batin.'?

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian,
tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri
membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul
dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Ulama Syi’ah menetapkan
bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami,
namun suami tetap wajib membayar nafkah. '

Namun daripada hal tersebut, suami tidak boleh seenaknya
memperlakukan istri dengan semaunya sendiri, memberikan nafkah dengan
semaunya walaupun sebenarnya dia mampu. Nafkah sebagai tanggungjawab
suami kepada istrinya harus terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan kadar
kemampuannya sebagai mana dijelaskan dalam al qur’an surat at thalaq ayat 7

yang artinya ‘“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

12 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002),cet ke-20, hlm. 1449.

13 Sayyid Sabiq, Op.Cit., him. 144

4 Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.
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kemampuannya”. Dari ayat tersebut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan
bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga
istri tidak diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami
sehingga nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan
yang tidak direstui oleh Allah."

Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan
pukulan moril bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaan sepanjang
hidupnya. Kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
diharapkan pada masa yang akan datang suami harus bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya di dalam hal pemeliharaan dan
perlindungannya.

Kehadiran Undang-undang Perkawinan ini diharapkan dapat melindungi
kaum wanita agar dapat hidup sesuai dengan norma-norma hukum dan adat
istiadat yang berlaku. Demikian asas yang terkandung dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena prinsip-prinsip yang
terkandung dalam undang-undang ini sangat positif, maka seluruh warga negara
Indonesia harus melaksanakannya secara konsekuen. Apabila Undang-undang
Perkawinan ini dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka keluarga bahagia
dan sejahtera yang dicita-citakan akan terlaksana dengan baik dan selalu

mendapat rida dari Tuhan Yang Mahakuasa. Tidak lagi terjadi kekacauan dalam

15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol. 14, hlm. .303
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masyarakat, perlindungan kepada kaum wanita menjadi lebih baik, dan hak-hak
asasi manusia dihormati sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Angka perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian
terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama
merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)
tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2)
UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian
dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.
Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa
perkawinan dapat putus karena karena kematian, karena perceraian, dan karena
putusan pengadilan.

Alasan yang bisa menyebabkan suatu perkawinan diakhiri dengan
perceraian, antara lain: pasal 19 PP No 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.'¢

Melihat pasal 19 huruf (c), perceraian dapat terjadi karena alasan salah
satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung. Ketika suami menjadi narapidana dan istri
menerima kondisi suami yang masih di penjara, artinya sabar menantinya sampai
keluar dari penjara, maka talak tidak akan jatuh. Tetapi apabila istri tidak terima
dengan hal tersebut, ia bisa melapor ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan
Agama nanti yang akan memutuskan. Jadi, tidak serta merta talak itu jatuh begitu
saja, meskipun selama 3 bulan lebih tidak dinafkahi suami, tetapi Pengadilan
Agama nanti yang akan memutuskan.

Istri yang baik, tegar dan rela dalam kondisi suami yang ada di penjara,
akan sabar menunggu kedatangan suami terlepas dari hukuman penjara (keluar
dari penjara). Mungkin saja ia punya keyakinan bahwa suaminya tidak bersalah
atau difitnah sehingga harus di jebloskan ke penjara. Selama istri tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan suaminya tidak dapat memberi

16 Lihat pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975
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nafkah karena masih di penjara, itu tidak jadi masalah dan talak tidak akan jatuh.
Sebab, semua itu tergantung sang istri.

Yang disebut warga binaan pemasyrakatan menurut Pasal 1 Undang —
Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga
Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan
Klien Pemasyarakatan.

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

Lapas.

2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani
pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur
18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang

berada dalam bimbingan Bapas. !’

17 Lihat pasal 1 ayat (5) Undang — Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana
adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa
hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaanya hilang.

Dalam kehidupan nyata, kita selalu melakukan interaksi dengan
kepentingan — kepentingan sosial lainnya seperti ekonimi, adat budaya, kebiasaan
dan psikologi. Apalagi di dalam lingkungan masyarakat, kita harus melakukan
sosialisasi sebagai bentuk interaksi kita dengan orang lain. Dalam perkembangan
manusia, Auguste Comte merupakan salah satu ilmuwan pertama yang menjadi
penggagas lahirnya ilmu sosiologi. Pengertian sosiologi menurut Auguste Comte
adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari semua gejala sosial. Ada pun
ilmuwan lain yang memberikan sumbangsih pendapatnya tentang ilmu sosiologi.
Adalah Pitirim A. Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang melihat semua
interaksi manusia selama ia hidup sampai ia mati.

Kita jadi tahu tentang apa saja yang terjadi di dalam masyarakat melalui
perspektif ilmu sosiologi. Ada banyak gejala sosial yang kita anggap biasa,

padahal hal tersebut merupakan hal yang penting dalam ilmu sosiologi.
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Salah satu fungsi ilmu sosiologi adalah kita jadi tahu tentang apa yang
dimaksud dengan konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu masalah yang
akan dibahas dalam ilmu sosiologi. Dengan mengetahui tentang pengertian
sosiologi, kita dapat mengetahui semua masalah sosial, konflik sosial dan juga
bagaimana cara mengatasi masalah sosial yang baik dan benar. '®

Sosiologi hukum menurut soerjono soekanto adalah suatu cabang ilmu
pengetahuan yang secara analitis dan empiris mengaalisis atau mempelajari
hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial lainnnya. Hart
mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur — unsur
kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum
yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sisstem
hukum terletak pada kesatuan aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan
(secondary rules). Aturan utama merupakan ketentuan informal tetang kewajiban
masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup,
sedangkan aturan tambahan (a) aturan utama yang diperlukan (b) aturan yang
mensahkan aturan utama yang baru (c) aturan yang memberikan hak-hak orang
perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila
aturan utama dilanggar oleh masyarakat. '

Teori sosiologi tentang hukum mrupakan teori yang dibangun dari

konsepsi ilmu sosial dan bukan dari konsepsi ilmu hukum. Teori ini sering

18 Zainudin ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2015). hlm. 1
19 Ibid.
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digunakan oleh para ahli untuk mengkaji ilmu hukum sebagai suatu gejala sosial.
Hukum disini bukan sekedar diamati sebagai sebuah produk dari sistem norma
seperti peraturan, namun hukum dikonsepsikan sebagai perilaku sosial yang ajeg

dan terlembagakan serta mendapat legimitasi secara sosial.?’

Fenomena wanita bekerja sebenarmya bukanlah fenomena baru yang
muncul kemarin sore, melainkan sejak zaman awal diciptakannya manusia. Hanya
cara dan istilahnya yang berbeda pada masing-masing zaman. Menjadi wanita
tidaklah semudah yang dibayangkan oleh seorang pria tentang wanita. Apalagi
wanita Indonesia, yang masih sangat kental dengan budaya ketimuran, yang
selalu memandang wanita adalah sebagai seorang ibu yang anggun, halus, lemah
lembut, selalu dekat dengan keluarga, dengan kasih sayangnya membesarkan
buah hatinya, dan sebagainya. Perumpaan dan istilah itu, sepertinya hanya layak
diberikan kepada kaum wanita saja.

Pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan

dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):

Pasal 31 UU Perkawinan menyebutkan : (1) Hak dan kedudukan isteri

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak

20 mukti fajar dan yulianto achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Y ogyakarta ;
Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 140-142
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berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan

istri ibu rumah tangga.

Oleh karena itu, istri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu
hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya
bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak

meminta pada perusahaan tempat istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan
istrinya lagi.
Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu

sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal

50 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang
dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan

persetujuan  keduanya (Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum

Perdata dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).

Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU
Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah
perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya).

Pada sisi lain, dalam hal ini istri maupun suami perlu mengingat kembali

bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk
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saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk
melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumahtangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan
rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan). 2!

Faktor - faktor yang mendasari kebutuhan wanita untuk bekerja di luar
rumah adalah :

1. Tuntutan hidup, ada beberapa wanita yang bekerja bukan karena mereka ingin
bekerja tetapi lebih karena tuntutan hidup. Bagaimana mereka tidak bekerja
jika gaji suami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ada suatu tren di kota
besar dimana biaya hidup begitu besar sehingga ibu yang bekerja adalah
merupakan suatu tuntutan zaman.

2. Pendapatan tambahan untuk keleluasan finansial, beberapa wanita
berpendapat bahwa jika mereka mempunyai penghasilan sendiri, mereka me-
rasa lebih bebas dalam menggunakan uang. Mereka bisa mendukung
keuangan keluarga mereka sendiri seperti memberi uang untuk orang tua, ikut
membiayai kuliah adik, memberi sumbangan untuk keluarga yang sakit dan
lain sebagainya.

3. Aktualisasi diri dan prestise, manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi

diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalaninya.

2l Malahayati, 99 bisnis ibu rumah tangga,( Jakarta ; Penebar plus, 2014), hlm. 3 -4
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Bekerja adalah salah satu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia
dalam menemukan makna hidupnya.

4. Pengembangan bakat menjadi komersial, banyak juga ibu rumah tangga yang
menjadi pengusaha atau tokoh terkenal bukan karena mengejar karir tetapi
karena dengan sendirinya mereka berkembang oleh bakat yang dimilikinya.
Ada banyak karir gemilang yang didapat oleh kaum ibu yang bermula dari
sekedar hobi, seperti hobi menjahit, memasak, merangkai bunga, bahkan
bergaul dan berbicara.

5. Kejenuhan di rumah, ada juga para ibu yang rela meninggalkan anak-anak di
rumah bukan karena desakan ekonomi dan bukan pula karena desakan batin
untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka hanyalah ibu-ibu yang merasa
bosan jika harus mengurus anak di rumah. Mereka lebih senang jika bisa
mempunyai kesibukan dan berkesempatan untuk bercanda ria dengan rekan-
rekan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan
istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan
tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal
apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan

apakah dengan bekerjanya si istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajibannya
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mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal.?

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian
yang bersifat deskriptif dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena
gejala sosial, makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran
berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.?’
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang peneliti lakukan bersifat yuridis empiris yaitu penelitian
yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap
dalam batasan penulisan hukum.
3. Tempat Penelitian
Rumah tangga narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan
yang berdomisili di Kota Pekalongan
4. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek penelitian adalah istri dari narapidana Rumah Tahanan Kelas 1A

Kota Pekalongan.

22 http://pondokpsikologi.blogspot.co.id/2013/02/fenomena-wanita-bekerja.html
23 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014),
hlm. 22
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b. Objek penelitian adalah kewajiban pemberian nafkah selama suami
menjadi narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.
5. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini diambil dari seluruh warga binaan di Rumah
Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan sejumlah 352 orang. Dalam pengambilan
sampel menggunakan teknik “purposive sampling” dengan jumlah sampelnya
sebanyak 10% dengan kriteria narapidana yang berstatus kawin, beragama
islam, yang mendapat hukuman diatas tiga bulan.
6. Sumber Data
Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian,
penulis menggunakan data primer dan data sekunder.
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari istri narapidana di Rumah
Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan
b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini
dan dari para pejabat Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.
7. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode
yang penulis gunakan adalah:
a. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai

Rumah Tahanan Kelas ITA Kota Pekalongan dan istri dari narapidana.
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b. Dokumentasi, terutama dengan menggunakan metode Angket (Quetioner),
yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan
oleh penulis kepada responden sebagai alat bantu untuk mengumpulkan
data dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang diteliti.

8. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, selanjutnya diadakan penganalisisan
sekaligus sebagai pembahasan, untuk itu penulis menggunakan teknik
deskriptif kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut: penelitian deskriptif
kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosisal. Dengan kata lain
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah
berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang
lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta
lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan
deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi dengan interview,

dan dokumentasi. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode

yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi
yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak,

atau satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja,
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kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan

yang meruncing, dan sebagainya.?*

G. Sistematika Pembahasan

Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka peneliti membagi
penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian
dan sistematika pembahasan

Bab II Kerangka Teori yang berisi: (a) Tinjauan teoritis kewajiban nafkah
menurut Undang Undang no. 1 tahun 1974 (b) Dimensi Hukum para istri ketika
suaminya menjadi narapidana; (c), penjelasan pemasyarakatan dalam undang —
undang, (d) penjelasan perceraian menurut Pasal 19 huruf ¢ PP tahun 1975, (e)
fenomena mengenai upaya wanita dalam mencari natkah.

Bab III Kondisi Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan dan langkah
hukum yang dipilih istri narapidana dalam keutuhan rumah tangga mereka.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: Analisis dampak
kepada istri ketika suami dipenjara, Analisis langkah hukum para istri yang
suaminya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan.

Bab V Kesimpulan dan Saran.

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 2 (Yogyakarta: Andio Offset, 2000), hlm.42.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap langkah hukum para istri dalam

menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah. Seorang suami yang menjadi

wargabinaan atau narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas 11 A Kota

Pekalongan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1.

Bahwa dengan status suami yang dipejara dan tidak bisa memenuhi
kewajiban nafkahnya, Dampak yang ditanggung oleh istri antara lain:

a) Para istri menerima beban sosial di keluarga dan masyarakat.

b) Memberikan pengertian terhadap anak yang ditinggalkan.

¢) Menjadi sangat sensitif

d) Istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan
Para istri wargabinaan Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan yang
sudah ditinggal tiga bulan lebih dan tidak menerima nafkah, mereka tidak
menuntut nafkah dari suami dan mengambil langkah hukum dengan tidak
menggugat cerai suaminya.

Para Istri yang suaminya di penjara di Rumah Tahanan Kelas II A

Kota Pekalongan tidak menggugat cerai suaminya karena perihal nafkah.
Walaupun suaminya tidak bisa menunaikan kewajibanya dalam memenuhi

nafkah istri tetap sabar dan ridho menerima keadaan yang menimpa suami.
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Biasanya istri yang menggugat cerai itu karena kasus yang menimpa
suaminya seperti; pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, tindak asusila.
Faktor yang mempengaruhi langkah hukum para istri, yakni;

a) Komitmen,
b) Keluarga,
¢) Empati terhadap suami,
d) Istri mempunyai penghasilan.
Istri boleh atau berhak menggugat cerai dengan dasar;
a) Sighat taklik
b) pasal 19 PP No 9 Tahun 1975

Jika seorang istri yang tidak diberi natkah selama tiga bulan dan
suami yang melakukan tindak pidana. Seorang istri yang tidak bisa
menerima keadaan suami yang dipenjara boleh menggugat cerai karena

menyebabkan dirinya terhalang menerima natkah sebagai hak istri.
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B. Saran

1.

Kepada warga binaan Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan yang
beragam Islam. Tetap setialah kepada istrimu sebagaimana istrimu sudah
bersabar dan ridho menerima segala keadaan. Teruslah perbaiki diri dengan
komitmen kuat menjadi pribadi yang lebih baik untuk kehidapan yang
selanjutnya setelah keluar dari penjara.

Kepada para istri warga binaan tetaplah bersabar dalam menjalani lika —
liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan
kesalahan. Seperti yang dikatakan pak Tavip “bahwa engkaulah para istri
calon penghuni surga, yang setia dan menemani suaminya walaupun dia

masih dipenjara.
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